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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK {LPSE)
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUTATI SITUBONDO,

a bahwa guna pelaksanazn ketemiuan Pazal 131 Persturan Presiden
Fepublik Indonesia Nomor 54 Tabun 2010 temang Pengadsen
Barang/Jasa  menggumakan  E-Frocurememr, yang  bertjuan
aluntabilrtas dalam pclaksanpan pengadann barang/jasa pemerintah,
aplikaci layanam secura elektromik;

b. behwa guns maksud tersebut huruf a kousidersn ini, dipendang perlu
membeniuk Layaman Pengadapn Secars Elektronik (LPSE) Kabupaten
Situbondo dengan Peraturen Bupati Situbondo.

I. Undanp-Tindang Nomor 12 Tahun 1950 temtang Pembentakan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Linglamgan Propinsi Jawa Timwur (Lembarsn
MNegare Republik Indonesia Talhum 1950 Nomor 19, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 41);

2. Undamg-Undang Momor 28 Tahen 1999 tentang Penyelenggrraan Negara
yong DBegsih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dm Nepotisme
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabuom 1999 Nomor 75, Tambahen
Lembaran Nepara Repuhlik Indonesia Nomaor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1¢ Talmun 2004 tentang Pembentuksm Peraturan
Perundang-undengan (Lemberan Negare Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negarm Republik Indonesia Nomor 4389);

4, Undang—Undeng Nomor 32 Tahen 2004 tentang Pemerimtahen Decroh
{Lembaran Negara Repuoblik Indonesia Talum 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimama telsh
diubah dengen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peyubahan
Kedua Ates Undang-Undang Nomor 32 Tabtun 2004 tertang Pemerintabean
Decrsh (Lembaran Negara Republik indonesis Talnm 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undwmg-Undang Nomor 11 Tabun 2008 tetitang Informasi dan Traneaks
Elektronik (Lembaran Negare Republik Indonesia Talum 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;



Memperhatian :

Menetapkan

6. Undang-Undang Womor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaren Negara Republik Indovesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lemnharan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemetintab Notnor 28 Tahun 1972 wmtang Perubahen Nama
dan Ternput Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1972 Nomor 38);

3. Peratran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintzh  Daerah
{Lembaran Megara Republik lndonesia Talwm 2005 MNomor 163,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temtang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintahi, Pemetintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintshan Dacrah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tamhahan lcmbaran Negara
Bepublik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Talum 2007 tentang Pengelolaan Uang
Megara'Daerah (Tembaren Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tembahan Iembaran Negara Republik indopesia Momor
4738);

11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 teniaog Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Panerimah;

2. Perauwan Presiden Nomor 354 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang{Jasa Pernerintah;

13. Peraiuran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Takun 2008 tentang
Unisan Pemenntah Deerah Kebupaten Situbondo (Lembaran Deerah
Kehupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

Peraturan Kepaln Lembaga Kebligkan Penpgadaan Burangflasa Pemerintah
Nomor 2 tahun 2010 tertang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

MEMUTUSKAN :

: FPERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
SITUBONDO

BABI
KETENTUAN UMUM
Paszal 1

Datam Perxiuran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Yaereh adaiah Xabupaten Situbondo.

2. Pemerinlah Dacrah adalah Bupati dan perangkat dasrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo,

4. Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sibonde.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
sclanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Bareng/Jasa
sebagaimana dimakud dalam Persturan Presiden Momwor 106 Tabun
2607 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Pengadasn Harang/fase Pemerintah yang selanjumya dissbut dengan
Pengadasn barengjuwa adalsh kegiatan wituk memperaleh Barang/lasa
olech Lembaga/Satuan Kerje Perangkat DaershfInstitusi lainnyn yang
prosesnya dimulei dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikennya
selurub kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Penpadssn Barang/Jass sccars Elekironik staw E-Proctrement adalah
Penpadasn barangfiiaca yang mengilti ketenbxan Peraturan Presiden
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksangkan dengan
mengpunaken tekmolopi informasi dan wansakei elekironik sesuai
dengan aturan perundang-undangan.

Layanan Pengadasn Secars Elektronik yang selamjutnys disebut LPSE
adalah pengelolsan sistem informasi layansn pengadsan barang/jasa
pemerittgh sccara elekbonik  dan  memfasibitasi | Kantor/
Lembapa/Thinas/Instansi kepada Portal Nazional

Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik vang
selanjuinya disebut Pengeloia SPSE sdpish pengelola sistern informasi
layenan pengadsan haramg/jasa pemerintah secara elekivonik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah
kesistemen meliputi aplikasi perangkst lunak (aplikasi SPSE)} dan
dmabase F-Procurement vang dikembangkan oleh LKFP untuk
digunakan oleh SPIE, dan infrastruktumys.

Pengguna Anggaran yang selanjuinya disebut PA adalabh pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanskan
tugas pokok dan fungsi SKFD yang dipimpinnya.

Kussa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalsh
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs SKPD serta umink
menggunakan anggaran SKPD.

Pgjabat Pemubuat Komitmen yang selemjutnya discbut PPK  adalsh
pejabat yang diangkat cleh Kepala SKPD selaloy PA sebagai pomilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab .atas pelaksanaam pengadaan
barangfinse.

Unit Layanan Pengadsan yang selanjutnya disebut ULP adalah wrrit
oryanisaci pemerintabh  yang  berfungsi  melaksanakan  Pengadasn
Barangfjasa 4i KantorfLembapaDinas/Instansi yang bersifat permanen,
dapsat berdiri sendiri atan melekat gada unit yang sudah ada

Penyadia Barang/Jaga adslah badan nsaha aisu orang perseosatipan yang
kegiatan usahumya menyediakan barang/jasa,

Regisrrasi adalah proses pendeftaran penyedia baranpfasa wntuk
mendapathan kode akses fuser id dan passwerd) ke dalam sistemn
aplikasi Layvanan Pengadaan Secarn Elektromik.

Verifikasi adalah proses penentusn keleyakan penyedia barangfjasa cleh
LPSE melalui mekanisme konirol sccara asas nyata dalam proses
registrasi/pendafiaran  calon pemyedis barangfasa yang meliputi
persetirjuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.

BAB I
PEMEBENTUKAN

Paaal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan Lavanan

Pengpdazm Secara Elekirenik (LPSE) Kabupaten Situbongdo.
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(Z) Bagan Struitur Layanan Penpadasn Secare Elelaronik (LPSE)
Kahupaten Situbordo, sebagaimars dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ind.

BAB H
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fasal 3

Layanen Pengadasn Secara Eleltronik (LPSE) Kabupaten Sitmbondo,
merupakan Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang melekat pada Bagian
Pedenpkapan Sckretariat Daereh Kabupaten Sinbondo,

Pasal 4

{1} LPSE mempunyai tugas meliput :

a. menifasilitasi PA/KPA mengumumbcan rencana uimur pehgadaan;

b. memfasilitasi ULPF meneyangken penpumuman pelaksansan
pengadaan;

¢. memfasilitasi ULP/Pgjabat Pengadaan melaksanakan pemilihan
peryedia barangfjasa secara elektonik;

d. memfasilitasi Penyedia Darang/lassa dan pihak-pihak vang
berkepentingan menj adi Pengguns SPSE;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2YLPSE tidak melaksanakan dan tidak benangpung jawah terhadap
pembuatan paket pengadasn baranp/ jasa pemerintah, penentuan metode
dan persyaratan pengsdssn, penyusunsn jadwal pengsdasn  dan
perubahannya, iF dokumen pengadaan beserta adendumnys, isi
pengumuman, isian data kuslifikasi dari penyedia barang/jasa, herita
acara pemberizn penjelesan, 1si dokumen penawaran, hasil evaluasi,
benita acara hasil pelelangan/sclcksi/pemilihan langsung, penetapan
pemenang dan pengumuman, serte isi sanggahan dan jawaban.

Fasal &

Dalan melaksanakan tugss sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

LPSE menyclenggamakan fungsi metiputi:

a. penyusunan program kegiaian, ketatausahsan, evalnasi den pelaporen
pengelolaan Pengadasn Barang/Jasa secars Elekironik di lingkungan
Femerintah Kabupaien Situbondo;

b. pengelolaan SPSE dan infrastruktumya;

¢ pelaksanaan registrasi dan venifikasi Pengguna SPSE;

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan t=kuis pengoperasian
SPSE.

BAB T
ORGANISASSE
Pasal 7
(1) Susuman Ovganisasi Layanan Pengadaan Secarn Elektronik (LPSE)
terdiri dari :
1. Ketus;
2. Sekretaris;



3. Unit Pelaksana, wadin atas :
g. LUnit Pelaksana Administrasi Sistem Elekironik:
b. Unit Pelaksana Registrusi dan Verifikasi;
<. LUnit Pclaksana [ ayanen dao Dukungen.

{2} Masing-mesing Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
angka 3, beradz di bawah dan bertangpung jawab kepada Ketua Layanan
Pengadaan Secara Elektronik {LPSE) sesuai dengan tugas pokok dan
kewenanganmya masing-masing.

{3} Began Strulaur Organisasi Layanan Pengadssn Secara Elektronik
(LPSE} sebagaimane dimaksud avat {1), tercantion dalam Lamgriran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB TV
PENJABARAN TUGAS
Pasal 8

Keta EPSE sebagaimans dimaksud pada Pasal 7 ayat (i) angka 1,

mmempunyal tugas untuk menumpin dan mepgkoordinasiken semua bentuk
dan kegiatan LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 9

(1} Sekvetaris sehagaimana dimaksud pade Pasal 7 ayat (1) angka 2,
mempunyai tugas melaksanekan koordinasi, ketatausahasn, pembinesn
dan pengendalian terhadsp program, kegiatan, administrasi dan sumber
daya di lingkungan LPSE.

(2) Dulern  melaksanekan tugas schagaimena dimaksod pada ayat (1)
Sekretaris menyelenggarakan fungsi ;

a koordinasi kegiatan di linpkungen LPSE dan lembaga terkait;

h. penyelenggarsan ketatausahagn dan pengelolaan adminisirasi wmum
untuk mendukunyg kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE,
pengelolaan sarana, prasarana. dan sumber daya;

d. pengendalian, ¢valuasi dan pelaporan kegiaten;

¢. pelaksanaan tugas lein yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai
dengan tugas dan fungsi.

o

Paszal 10

(1) Unit Pelaksana Administrasi Sistem FElektronik mempunysi tugas
melaksanakan pengelolaan SPSE.
{2} Dalam melaksanakan togas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit
Pelaksana Administrasi Sistern Elektronik menyelenggarakan fungs:
a. penyiapan dan pemelibaraan perangkat lunak, perangkat kevas dan
jaringan,
b, penanganan permasalehan teknis yang terjadi wntuk menjamin
kehandalan dan ketersedinan layanan;
¢. pemberian informasi kepada LKPF tentang kendala tekmis yang
terjadi di LPSE;
d. pelaksanasn instruksi teknis dari LKPP.



Pasal {1

(1) Unit Pelaksana Registrasi dan Verifikasi mempunya  tugas
melaksanakan pengelolasm registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE

(2} Dalam Tnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Unit
Pclaksana Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakam fungsi:
a. pelayansn pendaftaran Pengguna SPSE;

h. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentsamg
kelengkapan dokumen yang dipersyaratian,
¢. verifikasi seluruh dokumen den informasi scbagai persyaratan

pendaftaran pengguma SPSE,;
d. pengelolasn arsip dan dokumen pengguna SPSE.

(3) Tnit Registrasi dan Verifikasi berhak umtuk menyetujui atan menolak
pendafiaran Pengguna SPSE.
{4} Unit Registrasi dan Verifikasi dapat meponaktifkan User /D dan
Password Pengguna SPSE apabila ditemuken pelanggaran ierhadap
dan Xetentuen penggunaan SPSE, dan permintasn dari
PA/KPA/PPE dan ULP/Pejabat Pengadazn berkaitan dengan dackiis:,

Pasal 12

{1) Unit Pelaksana Layanan dan Dukungan scbagaimans mempunyai Tugas
melaksanekan pelayanan pelatihan dan dokungan teknis pengoperasian
aplikasi SPSE.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimama dimaksud pada ayaet (1), Unit
Peleksana Layenan dan Dukungan menyelenggarckan fumgsi:

a pemberian  layansm  komsultasi mengensi  proses  pengadasm
bararg/jasa secara elektronik;

b. pemberian informasi emtang fasilitas dan fitur aplikesi SPSE;

¢. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;

d. pelayenan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB Y
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

(1) Pegawai LPSE adalah pegawni negeti aiau non pegawsi neger yang
ditugaskan menjalankan tugas dan fimgsi LPSE.

{2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a memiliki kualifikasi teknis dan manajerial,
b. memiliki intcgeritas mormal, disiplin dan tenggamg jawab dalam

melaksanakan hgas.

(3) Pegawal LPSE dilecsng meranghep menjadi  PPEULPPejabat
Pengadaan.

(4) Pegawai LI'SE tidak wajib memiliki Scrtifikat Keahlian Pengadaan
Parmang dan Jass.

BAB ¥I
TATA KERJA
Pasal i4
{1} LPSE menjalin bhubungan kerja dengan PA/KPA/PPE/ULF/Pejabat

Pengadaan.
{2) LPSE berkoondinasi dengan LKPP.
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Pasal 15

{1y Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPAPPKAILP/Pejabat Pengadasn,

aniara baino

2 memberikan dukongan telonis berkaitan denpan penayengan rencana
umum pengadsan dan  pengwmmiman  pengadaan dalam  Poral
Pengadaan nasional;

b. melaksanakan koordingsi dan konsulasi dalam rangka penyelesaian
permesalahan teknis proses pengadasn barany/jasa secara elektronil;

¢. menycdiakan lapoten hasil pengolahan datn SPSE (e-reporiing)
terkait dengan proses pengadaan barang/jasa sccera clektronik; dan

d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh
LPSE

BAB VII
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 16
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diator Lebih lanjut dengan Keputusen Bupati.

Pazal 17
Peraturen Bupati ini mulai berlaku pads tnggal divndangkan.

Ager setiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan penglmﬂangan
Pemturen Bupati ini demgan penempatannya dalem Berita Daerah
Kabupaten Situbondo
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